BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1850, 2018 KEMENKEU. Penggabungan. Peleburan.
Pemekaran. Pengambilalihan. Usaha. Nilai Buku.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 /PMK.010/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka
Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha, telah diatur ketentuan mengenai
penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan
harta dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, atau pengambilalihan usaha;

b. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan investasi
langsung dari luar negeri dan mendukung program
Pemerintah terkait pembentukan perusahaan induk
Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN), perlu
mengubah  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka

Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
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Mengingat

Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka
Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau

Pengambilalihan Usaha;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017
tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan
Perolehan Harta dalam Rangka  Penggabungan,
Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
586);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU
ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,
ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku
atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka
Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan
Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
586) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 1 diubah sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas
pengalihan harta dalam rangka penggabungan,
peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

(2) Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak dapat
menggunakan nilai buku atas pengalihan harta
dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah
mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai
buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib
Pajak badan dalam negeri yang modalnya
terbagi atas saham dengan cara mengalihkan
seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu
Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa
kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian

fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib
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Pajak badan yang mengalihkan harta dan
kewajiban tersebut; atau

b. penggabungan dari badan hukum yang
didirikan atau bertempat kedudukan di luar
negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri
yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara
mengalihkan seluruh harta dan kewajiban
badan hukum yang didirikan atau bertempat
kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak
badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas
saham dan membubarkan badan hukum yang
didirikan atau bertempat kedudukan di luar
negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban
tersebut.

(4) Peleburan usaha yang dapat menggunakan nilai
buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. peleburan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak
badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas
saham dengan cara mendirikan badan usaha
baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh
harta dan kewajiban kepada Wajib Pajak badan
baru serta membubarkan Wajib Pajak badan
yang melebur tersebut; atau

b. peleburan dari badan hukum yang didirikan
atau bertempat kedudukan di luar negeri
dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang
modalnya terbagi atas saham, dengan cara
mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan
mengalihkan seluruh harta dan kewajiban
kepada badan usaha baru serta membubarkan
badan hukum yang didirikan atau bertempat
kedudukan di luar negeri dan Wajib Pajak
badan dalam negeri yang melebur tersebut.

(5) Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai
buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pemisahan satu Wajib Pajak badan dalam negeri

yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 (dua)
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